
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.  151 B/PK/PJK/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  permohonan  penin jauan  kembal i  te l ah  mengambi l  

putusan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

PT.  TELEKOMUNIKASI  SELULAR,  bera lamat  d i   Wisma 

Mul ia  Lt .  M.- 19,  J l .  Jendera l  Gato t  Subro to  

Kav.  42,  Kuningan  Bara t ,  Mampang  Prapatan ,  

Jakar t a  12710,   da lam ha l  in i  member ikan  kuasa  

kepada   :  Bambang  Wid j i an to ,  SH.  MH.  KN. ,  

Alexander  Dar ius ,  SH. ,  Advokat /Konsu l t an  Hukum 

pada  MBA Law Fi rm,  berkan to r  d i  Bandara  Hal im  

Perdana  Kusuma,  Gedung  Termina l  Lt . I I  A.57  

Jakar t a  13610,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

tangga l  12 Jun i  2006,  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i ,  dahu lu  Pemohon 

Banding ;

m e l  a w a n

DIREKTUR JENDERAL  PAJAK,  bera lamat  di  Ja lan  

Jend.  Gato t  Subro to  No.40- 42,  Jakar ta  12190.

Termohon  Penin jauan  Kembal i ,  dahulu  

Terband ing  ;

Mahkamah Agung te rsebu t ,

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  yang  bersangku tan  

te rnya ta   Pemohon Penin jauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  Pemohon 

Banding  te l ah  mengajukan  permohonan  pen in jauan  kembal i  

te rhadap  putusan  Pengadi l an  Pajak    No.  

Put .07607 /PP/M.VI I I / 9 9 / 2006  tangga l  15  Februar i  2006   yang  

te l ah  berkekua tan  hukum  te tap ,  da lam  perkaranya  melawan  

Termohon   Penin jauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  Terband ing  

dengan  pos i t a  perkara  sebaga i  ber i ku t  :

Alasan Formal   :

Bahwa keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  KEP-

Hal .  1  da r i   11   ha l .  Put .  
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113/WPJ. 19/  BD. 05/ 2005 ,  tangga l  8  Apr i l  2005  ten tang  

Permohonan Pengurangan / Pembata l - an atas  Sura t  Tagihan  Pajak  

Pajak  Penghas i l an  Pasa l  21  Nomor  :  00004/ 101/99 / 025/99  

tangga l  26 Maret  1999  Masa Pajak  Januar i   1999,  atas  Sura t  

Permohonan  Penin jauan  Kembal i  Waj ib  Pajak  PT.  Telkomsel  

Nomor  :  064/ FN. 05/V/2004  tangga l  10  Mei  2004,  se lan ju t nya  

disebu t  Keputusan  dan   d i te r ima  Penggugat  tangga l  6  Mei  

2005 mela lu i  sura t  Terguga t  te r t angga l  3 Mei  2005 ;  

Bahwa keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  KEP-

113/WPJ. 19/  

BD.05 / 2005  tangga l  28  Apr i l  2005,  merupakan  jawaban  atas  

Sura t  Permohonan  

Penggugat  Nomor  :  064/FN. 05/V / 2004  tangga l  10  Mei  2004 ,  ha l  

Penin jauan  Kembal i  Sura t  Tagihan  Pajak  Nomor  :  

00004/101 /99 /025 /99  tangga l  26 Maret  1999,  yang  secara  fo rma l  

(permohonan  pen in jauan  kembal i  in i )  te lah  memenuhi  

persya ra tan  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  36 Undang- Undang  

Nomor  :  6  Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  

Perpa jakan  ;  

Bahwa gugatan  in i  d ia jukan  Penggugat  pada  tangga l  17  

Mei  2005,  seh ingga  dengan  demik ian  gugatan  te rsebu t  

d ia jukan  dalam  tenggang  waktu  yang  d i t en tukan  Pasa l  40  

Undang- Undang  Nomor  :   14  Tahun  2002  ten tang  Pengad i l an  

Pajak  ;   

Alasan Substansia l   :

Pokok Persoalan  :

Bahwa  persengke taan  yang  te r j ad i  da lam  perkara  in i  

ada lah  masalah  

perbedaan  s ikap  atau  pend i r i an  anta ra  Penggugat  dan  

Tergugat  ten tang  

pelaksanaan  kewaj i ban  pembayaran  hutang  pajak  sebaga imana  

te rcan tum  

dalam Sura t  Tagihan  Pajak  Nomor  :  00004/101 /99 /025 /99  tangga l  

26  Maret  

1999,  sebesar  Rp.1 .586 .470 .250 ,00  yang  te rd i r i  dar i  pokok  

pajak  sebesar  Rp.1 .525 .428 .125 ,00  sanks i  denda Rp.25 .000 ,00  
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dan  bunga  admin is t r a s i  sebesar  Rp.61 .017 .125 ,00  sebaga i  

ber i ku t  :  

- Penggugat  berpend i r i a n  bahwa  hutang  pajak  te l ah  

dibayar  dengan  bukt i -  

bukt i  yang  sah baik  fo rma l  maupun mater i a l ;  sedangkan  

- Tergugat  berpend i r i a n  bahwa  hutang  pajak  te rsebu t  

be lum  dibay ar  kar ena  

kenyataannya  pembayar an  te rsebu t  be lum  masuk  atau  

te rc ata t  ke  dal am  

Kas Negara  ;

Pendir i an  Penggugat  :

Bahwa Penggugat  berpend i r i a n  bahwa hutang  pajak  te lah  

dibayar  berdasarkan  fak ta  atau  bukt i - bukt i  anta ra  la i n  :

- Bahwa   Penggugat   memi l i k i   bukt i   Sura t   Setoran  

Pajak   (SSP)   sen i l a i  Rp.1 .525 .428 .125 ,00  yang  te lah  

diva l i d as i  o leh  Bank Perseps i  ;

- Bahwa secara  fak tua l ,  reken ing  Penggugat  te l ah  didebe t  

sesua i  dengan  jumlah  tag ihan  pa jak  te ru tang ,  

sebaga imana  nampak dalam reken ing  koran  Penggugat  ;

- Bahwa  pembayaran  hutang  pajak  te rsebu t  d i l akukan  

dengan  cara  menerb i t kan  cek  atas  nama  Kas  Negara  

sebesar  Rp.1 .525 .428 .125 ,00  ;

- Bahwa berdasarkan  Pasa l  10  ayat  (1 )  huru f  (b )  Undang-

Undang  Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  

Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te l ah  diubah  

sebe lumnya  dengan  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  1994  

menyebutkan  bahwa  kewaj i ban  Waj ib  Pajak  adal ah 

membayar  atau  menyeto r  pa jak  yang  te ru tang  di  Kas  

Negara  atau  di tempat  pembayaran  la i n  yang  di tun j uk  

oleh  Menter i  Keuangan ;

- Bahwa  berdasarkan  Pasa l  3  dan  Pasa l  4  Keputusan  

Menter i  Keuangan (KMK)  Nomor  :  606/KMK. 04/1994  tangga l  

21  Desember  1994  menyebutkan  bahwa  pembayaran  dan  

penyeto ran  pa jak  dapat  d i l akukan  di  Kanto r  Pos  dan  

Giro  atau  Bank- bank  la i n  yang  d i t un j uk  dan menggunakan  

Sura t  Seto ran  Pajak  (SSP)  atau  sarana  admin is t r a s i  

Hal .  3  da r i   11   ha l .  Put .  
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la i nnya  yang  di ten tukan  oleh  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  ;  

- Bahwa  Penggugat  te l ah  melakukan  pembayaran  d i  Bank  

Negara  Indones ia  (BNI )  dan  Bank  Dagang  Negara  (BDN)  

mela lu i  cek  atas  nama Kas Negara  dan menggunakan  Sura t  

Setoran  Pajak  (SSP)  sesua i  pera tu ran  perpa jakan  yang  

ber l aku  ;  

Pendir i an  Tergugat  :  

Bahwa  Tergugat  berpend i r i a n  bahwa  hutang  pajak  

Penggugat  be lum  diba yar  karena  kenyataannya  belum  ada  

pembayaran  atas  tag ihan  paj ak  sebaga imana  te rcan tum  dalam 

Sura t  Tagihan  Pajak  Nomor  :  00004/101 /  99/ 025/ 99 tangga l  26 

Maret  1999  sebesar  Rp.1 .586 .470 .250 ,00  yang  masuk  dan  

te rca ta t  ke dalam Kas Negara  ;  

Kewaj iban  Hukum Penggugat  te lah  Di laksanakan :

Bahwa  Penggugat  sebaga i  Waj ib  Pajak ,  te l ah  

melaksanakan  kewaj i ban  

pembayaran  pajak  te ru tang  sesua i  keten tuan  yang  ber laku ,  

d imana  hal  in i  te rbuk t i  dengan  adanya  Sura t  Setoran  Pajak ,  

d isamping  sebaga i  sarana  untuk  membayar  pa jak  juga  sebaga i  

bukt i  dan  laporan  pembayaran  pa jak ,  yang  secara  

admin is t r a t i f  Sura t  Seto ran  Pajak  (SSP)  in i  te l ah  

di l apo rkan  Penggugat  ke / dan  di te r ima  oleh  Kantor  Pelayanan  

Pajak  Jakar ta  Gambir  I  ;  

Bahwa  disamping  bukt i  Sura t  Seto ran  Pajak  atas  

pembayaran  pajak  te ru tang  yang  te l ah  di l akukan  Penggugat ,  

pendebetan  reken ing  koran  Penggugat  oleh  Bank  juga  

membukt i kan  adanya  pendebetan  reken ing  atas  nama Penggugat  

sebesar  tag ihan  pajak  te ru tang ,  d imana  ha l  in i  bera r t i  

secara  fak tua l  dana  mi l i k  Penggugat  te l ah  digun akan  untuk  

melunas i  hutang  pajak  yang  di tag i h  ;

Bahwa Penggugat  mohon akta ,  mekanisme pembayaran  pa jak  

te ru tang  dalam  perkara  in i ,  menggunakan  sarana  berupa  cek  

atas  nama Kas Negara  ;  

Bahwa  maknanya  ada lah  penca i ran  dana  sebesar  yang  

te rcan tum  dalam cek  te rsebu t  hanya  dipe run tukkan  bagi  Kas  

Negara  dan  bukan  untuk  kepent i ngan  atau  pihak  la i n ,  d imana  

4
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hal  in i  berar t i ,  dana  da lam reken ing  Penggugat  t i dak  dapat  

d ica i r k an  kecua l i  untuk  kepent i ngan  Kas Negara  ;  

Bahwa berdasarkan  ura ian  d i  atas ,  secara  normat i f  dana  

dalam  reken ing  

Penggugat  seharusnya  sudah  bera l i h  dan  masuk  ke  Kas Negara  

sebesar  pa jak  

te ru tang ,  dan  ka laupun  te rnya ta  belum masuk  ke  Kas Negara ,  

ha l  i t u  sama  

seka l i  bukan  tanggung jawab  Penggugat ,  karena  mekanisme  

pera l i h an  dana  

yang  dimaksud  merupakan  wi layah  lembaga  perbankan  ;  

Bahwa  dengan  demik ian ,  secara  nyata  dan  tak  

te rban tahkan  bahwa  kewaj i ban  pembayaran  pajak  te ru tang  

Penggugat  sebaga i  Waj ib  Pajak  te lah  di l aksanakan  secara  

sempurna ,  seh ingga  t i dak  ada lag i  kewaj i ban  la i n  yang  harus  

dipenuh i  dalam perkara  in i  ;  

Bahwa  berdasarkan  ura ian  dan  dal i l - da l i l  d i  atas ,  

dengan  in i  Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengad i l an  Pajak  

berkenan  memer iksa  perkara  in i  dan  se lan ju t nya  memutuskan  

sebaga i  ber i ku t  :  

1. Mener ima  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  pembayaran  pajak  te ru tang  oleh  Penggugat  

te l ah  di l akukan  secara  sah  sesua i  keten tuan  perundang -

undangan  yang ber laku  ;

3. Menyatakan  Keputusan  Tergugat  Nomor  :  KEP-

113/WPJ.19 /BD.05 /2005   tangga l  28  Apr i l  2005  ten tang  

Permohonan  Pengurangan/Pembata lan  atas  Sura t  Tagihan  

Pajak  Pajak  Penghas i l an  Pasa l  21  Nomor  :  

00004/101 /99 /025 /99   tangga l  28  Maret  1999  Masa Pajak  

Januar i  1999,  atas  Sura t  Permohonan Penin jauan  Kembal i  

Penggugat  Nomor  :  064/ FN. 05N/2004  tangga l  10  Mei  2004,  

bata l  demi  hukum atau  d iba ta l kan  ;  

4. Menyatakan  sah  dan  mener ima  Permohonan  Penin jauan  

Kembal i  Penggugat  te rhadap  Sura t  Tagihan  Pajak  Pajak  

Penghas i l an  Pasa l  21 Nomor :  00004/101 / 99/ 025/99  tangga l  

28 Maret  1999 Masa Pajak  Januar i  1999 ;  
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Menimbang,  bahwa amar  putusan  Pengad i l an  Pajak  Jakar ta  

No.  Put .  07607/PP/M.VI I I / 9 9 / 2006  tangga l  15  Februar i  2006  

yang  te lah  berkekua tan  hukum te tap  te rsebu t  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

Menolak  Gugatan  Penggugat  te rhadap  Keputusan  Direk tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor  :  KEP-113/WPJ.19 /BD.05 /2005   tangga l  28 

Apr i l  2005  mengenai  Pengurangan  Atau  Pembata lan  Atas  Sura t  

Tagihan  Pajak  Pajak  Penghas i l an  Pasal  21  Nomor  :  

00004/101 /99 /025 /99   tangga l  26 Maret  1999  Masa Pajak  Januar i  

1999  dan  menyatakan  bahwa  Penggugat  te l ah  melakukan  

pembayaran  ke  PT Bank  Mandi r i  (Perse ro )  Tbk .  d. h.  PT Bank 

Ekspor  Impor  Indones ia  (Perse ro )  atas  nama:  PT Telekomunikas i  

Selu la r ,  NPWP: 01. 718. 327.8 - 091. 000,  a lamat  :  Wisma Mul ia  Lt .  

M- 19,  Ja lan  Jendera l  Gato t  Subro to  Kav.  42,  Kuningan  Bara t ,  

Mampang Prapatan ,  Jakar ta  12710 ;  

Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  i . c .  putusan  Pengad i l an  Pajak  Jakar t a  

No.  Put .  07607/PP/M.VI I I /  9/2006  tangga l  15  Februar i  2006  

dibe r i t a hukan  kepada  Pemohon Banding  pada  tangga l  15  Maret  

2006  kemudian  te rhadapnya  oleh  Pemohon  Banding  dia jukan  

permohonan  pen in jauan   kembal i  secara  l i s an  pada tangga l  14  

Jun i  2006  sebaga imana  te rnya ta  dar i  Akte  Permohonan  

Penin jauan  Kembal i  No.PKA- 106/SP- 51/AB/VI / 2006  yang  dibua t  

o leh  Pani te ra  Pengad i l an  Pajak  permohonan  te rsebu t  d i i ku t i  

o leh  memor i  pen in j auan  kembal i  yang  memuat  alasan- a lasan  

yang  di t e r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Pajak  te rsebu t  

pada tangga l  14 Jun i  2006  (har i  i t u  juga) ;  

Bahwa sete lah  i t u  oleh  Terband ing  yang  pada tangga l  13  

Ju l i  2006   te lah  d ibe r i t a hu  ten tang  memor i  pen in j auan  

kembal i  dar i  Pemohon  Banding   d ia j ukan  jawaban  memor i  

pen in j auan  kembal i  yang  di te r ima  di  Kepani te raan  Pengadi l an  

Pajak  pada tangga l   12 September  2006 ;

Menimbang,  bahwa permohonan  pen in jauan  kembal i  a  quo  

beser ta  alasan- alasannya  te l ah  d ibe r i t a hukan  kepada  pihak  

lawan  dengan  saksama,  d ia j ukan  dalam  tenggang  waktu  dan  

dengan  cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  

karena  i t u  permohonan  pen in jauan  kembal i    te r sebu t  fo rma l  
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dapat  di te r ima ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon   Penin jauan  Kembal i   da lam  memor i  penin j auan  

kembal i nya  te rsebu t  pada  pokoknya  ia l ah  :

Per t imbangan  Hukum Judex  Fact i e  :

1. Pokok- pokok  per t imbangan  hukum  Judex  Fact i e  yang  

di j ad i kan  dasar  keputusan  pada  t i ngka t  Pengad i l an  

Pajak ,  anta ra  la i n  sebaga i  ber i ku t  :

a. Halaman 40 al i nea  ke  4 Putusan  :  

"bahwa berdasarkan  has i l  pemer i ksaan  atas  fak ta - fak ta ,  

bukt i - bukt i ,  

kete rangan  Saks i  Ahl i ,  pen je l asan  Penggugat  dan  

Tergugat  yang  

te rungkap  dalam pers idangan  maka Maje l i s  berkes impu lan  

bahwa  Penggugat  te l ah  melakukan  pembayaran  utang  

pajaknya  karena  te l ah  didukung  dengan  bukt i - bukt i  dan  

sesua i  dengan  keten tuan  tempat  pembayaran  pajak ,  ta ta  

cara  pembayaran ,  penyeto ran ,  dan  pelaporan  pajak  dan  

masalah  uang  seto ran  pajak  yang  t i dak  masuk  ke  

reken ing  Kas  Negara  maka  hal  i t u  d i  lua r  kekuasaan  

Penggugat  dan  o leh  karenanya  bukan  kesa lahan  

Penggugat ,  mela inkan  sesua i  kete rangan  Saks i  Ahl i  

kesa lahan  te rsebu t  berada  pada  Bank  Perseps i  yang  

bersangku tan "  ;

Akan  te tap i ,  Judex  Fact i e  membuat  per t imbangan  hukum 

la in  yang  t i dak  log i s  dan  t i dak  kons is t en  dengan  

per t imbangan  hukum di  atas  ;

Hal  in i  te r t era  dal am: 

b. Halaman 40 al i nea  ke  5 Putusan :  

"bahwa  walaupun  Penggugat  sudah  melakukan  pembayaran  

utang  pajaknya  dan  bukan  kesa lahan  Penggugat  namun 

Maje l i s  berke te tapan  bahwa  Penggugat  masih  te rbeban i  

tanggung jawab  untuk  menyelesa i kan  pembayaran  hutang  

pajaknya  yang  te rbuk t i  belum  masuk  ke  Rekening  Kas 

Negara  dengan  ja l an  menyelesa i kan  sengketa  perda tanya  

dengan pihak  Bank Perseps i  yang  bersangku tan"  ;

Hal .  7  da r i   11   ha l .  Put .  
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2. Bahwa per t imbangan  Judex  Fact i e  d i  atas  menjad i  dasar  

pemi k i ran  

Putusan  Pengad i l an  Pajak  yang  bers i fa t  kont rad i k t i f  

sebaga imana  akan  disampaikan  dibawah in i  ;

Putusan PP Bersi fa t  Kontradik t i f   :

1. Bahwa da lam amar  Put usan  Pengad i l an  Pajak  i t u  te rdapa t  

dua  persoa l an.  Per tama,  Pengad i l an  Pajak  menolak  

gugatan  pembata lan  oleh  Pengguga t /  Pemohon Penin jauan  

Kembal i  (sekarang) ,  te rhadap  Keputusan  Di r j en  Pajak  

yang  membenarkan  d i t e r b i tkannya  Sura t  Tagihan  Pajak  

(STP)  te rhadap   Pemohon  Penin jauan  Kembal i .  Kedua,  

menyatakan  bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  te l ah  

membayar  hutang  pa jaknya  sesua i  pera tu ran  perundang-

undangan  yang ber laku  ;

2. Bahwa Putusan  Pengadi l an  Pajak  yang  menyatakan  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  te l ah  membayar  paj ak  te ru tang  

secara  sah  sesua i  prosedur  yang  ber laku  merupakan  

putusan  yang  benar  dan harus  dikukuhkan .  Kes impulan  

soa l  pembayaran  pajak  te ru tang  yang  te lah  di l akukan  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  secara  sah  dan  benar ,  

d inya takan  pula  da lam  putusan  Pengadi l an  Neger i  

Jakar t a  Sela tan  yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap  

dal am perkara  No.714 /P id . B/1999/PN.Jak .Se l .  tangga l  20 

Apr i l  2000 ;

3. Bahwa da l i l  Penggugat /Pemohon Penin jauan  Kembal i  untuk  

membata lkan   

Keputusan  Di r j en  Pajak  te rsebu t  ada lah  didasarkan  

alasan  bahwa  

Penggugat  te l ah  membayar  pa jak  te ru tang  seh ingga  t i dak  

per l u  di te rb i t k an   STP dan  konsekwens inya  Keputusan  

Di r j en  yang  membenarkan  penerb i t an  STP  harus  

diba ta l kan  ;

4. Dalam  Putusan  Pengad i l an  Pajak ,  Judex  Fact i e  te l ah  

menyatakan  bahwa  Penggguat  te l ah  membayar  pa jak  

te ru tang  secara  sah.  Ar t i n ya ,  a lasan  Penggugat /Pemohon  

Penin jauan  Kembal i  untuk  membata lkan  Keputusan  Di r j en 
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Paj ak  te lah  t erbuk t i  seca r a  sah  dan  d ibenarkan  Judex  

Fact i e  ;

5. Bahwa  kenyataannya  Judex  Fact i e ,  dalam  putusannya ,  

menolak  permohonan  pembata lan  Keputusan  Di r j en  Pajak ,  

padaha l  a lasan  untuk  membata lkan  Keputusan  Di r j en  

Pajak  te rsebu t  te l ah  te rbuk t i  kebenarannya .  Putusan  PP 

in i  mencip takan  kond is i  yang  bers i f a t  kont rad i k t i f ,  d i  

satu  s is i  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  sudah  membayar  

pa jak  te ru tang  yang  d ibenarkan  oleh  Judex  Fact i e ,  di  

s is i  la i n  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  te tap  di tag i h  

dengan STP yang  dibenarkan  pula  oleh  Judex  Fact i e  ;

Putusan  Pengadi lan  Pajak  Tidak  Sesuai  dengan  Pasal  76 

Undang- Undang Pengadi lan  Pajak  :

1. Bahwa  te r j ad i n ya  Putusan  Pengad i l an  Pajak  yang  

kont rad i k t i f  te r sebu t  anta ra  la i n  disebabkan  oleh  

s ikap  Judex  Fact i e  yang  t i dak  menerapkan  pr ins i p  atau  

asas  yang  d ianu t  da lam  perundang- undangan  Perpa jakan  

yang  secara  eksp l i s i t  te r t uang  dalam pen je lasan  Pasa l  

76 Undang- Undang Pengadi l an  Pajak  ;

2. Bahwa  per t imbangan  Judex  Fact i e  yang  menolak  

pembata lan  Keputusan  

Di r j en  Pajak  didasarkaan  pada  fak ta  bahwa  (ha l .  42 

al i nea  5 Putusan  Pengadi l an  Pajak )  :  

- Uang seto ran  pa jak  te ru tang  belum masuk ke  Kas Negara ,  

dan 

- Lembar  ke  2 Sura t  Setoran  Pajak  t i dak  pernah  d i t e r ima  

oleh  Termohon Penin jauan  Kembal i  ; .  

3. Bahwa  berdasarkan  dua  alasan  i t u l ah  Judex  Fact i e  

berpendapat  bahwa  STP di te rb i t k an  secara  benar  dan  

konsekuens inya  Keputusan  Di r j en  Pajak  yang  membenarkan  

penerb i t an  STP i t u  menjad i  benar  adanya  dan  karenanya  

t i dak  dapat  d iba ta l kan  ;

4. Bahwa  log i ka  hukum  Judex  Fact i e  te rsebu t  dapat  

d ibenarkan  j i ka  di l i h a t  

dar i  sudut  pandang  yang  fo rma l i s t i s .  Judex  Fact i e  

lupa ,  bahwa  ada  fak ta  

Hal .  9  da r i   11   ha l .  Put .  
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mater i a l  ya i t u  pa jak  te ru tang  te lah  dibayar  oleh  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i   sesua i  pera tu ran  

perundang- undangan  sebaga imana  dibenarkan  secara  tegas  

oleh  Judex  Fact i e .  Jad i ,  d i  satu  s is i  pa jak  te ru tang  

te l ah  dibayar ,  sementara  di  s is i  la i n  STP di te rb i t k an  

dengan  benar .  Di  s in i l a h  le t ak  kont rad i k s i  Putusan  

Pengad i l an  Pajak  yang sebenarnya  t i dak  per lu  te r j ad i  ;

5. Bahwa  STP  ada lah  soa l  fo rma l i t a s  penag ihan  pajak  

te ru tang  (masuk  

dalam  kategor i  hukum  fo rma l ) ,  sedangkan  pembayaran  

pajak  te ru tang  

merupakan  esens i  persoa lan  yang  bers i f a t  mater i a l  

(masuk  dalam  

kategor i  hukum mater i a l ) .  Hukum fo rma l  d iadakan  dalam 

rangka  

menegakkan  hukum mater i a l .  Dalam  Putusan  Pengad i l an  

Pajak  masalah  fo rma l i t a s  STP  dibenarkan  sementara  

persoa lan  hukum mater i a l n ya  sebenarnya  te l ah  se lesa i  

dengan  dibayarnya  pajak  te ru tang  oleh  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  yang  dibenarkan  keabsahannya  oleh  

Judex  Fact i e  ;

6. Bahwa seharusnya ,  ket i ka  persoa lan  hukum mater i a l n ya  

sudah  t i dak  ada,  maka  t i dak  dipe r l u kan  lag i  

pe laksanaan  hukum fo rma l  dengan  penerb i t an  STP (yang  

dibua t  untuk  menegakkan  hukum mater i a l ) .  Pemik i r an  in i  

se ja l an  dengan  pen je lasan  Pasal  76  Undang- Undang  

Pengad i l an  Pajak  yang  secara  tegas  mengatakan  bahwa 

Judex  Fact i e  harus  menentukan  kebenaran  mater i a l  

sesua i  dengan  asas  yang  dianu t  da lam  Undang- Undang  

Perpa jakan .  Kalau  pajak  te ru tang  sudah  d ibayar ,  kenapa  

masih  d i t ag i h  dengan  STP?  50a l  be lum  masuknya  

pembayaran  pajak  te ru tang  ke  Kas  Negara  secara  tegas  

te l ah  dinya takan  oleh  Judex  Faet ie  bukan  merupakan  

kesa lahan  Penggugat  I  Pemohon PK (sekarang)  ;

Putusan  Pengadi lan  Pajak  Tidak  Sesuai  Dengan  Pasal  10 

Undang- Undang Ketentuan  Umum Perpajakan  :
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1. Bahwa  da lam  per t imbangan  hukum  (ha l .  40  al i nea  4 

Putusan  Pengadi l an  Pajak ) ,  secara  je l as  dinya takan  

bahwa  Penggugat I Pemohon  Penin jauan  Kembal i  te lah  

melaksanakan  pembayaran  pajak  te ru tang .  Kenyataan  

bahwa  uang  pembayaran  pajak  i t u  be lum  masuk  ke  Kas 

Negara  bukan lah  kesa lahan  Pemohon Penin jauan  Kembal i  ;

2. Bahwa pembayaran  pajak  te ru tang  yang  d i l akukan  di  Bank  

Perseps i  

o leh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  ada lah  sesua i  dengan  

keten tuan  Pasa l  10  Undang- Undang  ten tang  Keten tuan  

Umum Perpa jakan  (KUP)  dan  karenanya  harus  dinya takan  

sah  menuru t  hukum.  Dalam  ha l  in i ,  Bank  Perseps i  

mener ima  pembayaran  pajak  ada lah  ber t i ndak  untuk  dan  

atas  nama  Kas  Negara  (on  be  hal f  Kas  Negara)  -  

(ha laman  39 al i nea  ke  8 Putusan  Pengadi l an  Pajak ) .  In i  

bera r t i ,  ket i ka  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  te l ah  

membayar  pa jak  te ru tang  d i  Bank  Perseps i ,  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  te l ah  se lesa i  melaksanakan  

kewaj i ban  hukumnya  membayar  pa jak  te ru tang  sesua i  

perundang- undangan  yang  ber laku  ;

3. Bahwa karena  Pemohon Penin jauan  Kembal i  te l ah  se lesa i  

melaksanakan  kewaj i ban  hukumnya,  maka  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  harus  dibebaskan  dar i  semua 

kewaj i ban  hukum  berkenaan  dengan  pembayaran  pajak  

aquo .  Maka  karena  i t u ,  membebankan  tanggung jawab  

kepada  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dengan  alasan  uang  

bayaran  pajak  aquo  belum  masuk  ke  Kas  Negara ,  je l as  

ber ten tangan  atau  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  

10 Undang- Undang Keten tuan  Umum Perpa jakan  ;

Putusan Pengadi lan  Pajak  Tidak  Sesuai  Dengan Pasal  1338 KUH 

Perdata  :

1. Bahwa  Bank  Perseps i  yang  berwenang  mener ima  seto ran  

pajak  past i  d idasarkan  pada  kesepaka tan ,  apapun 

namanya,  kesepaka tan  i t u  ada lah  sebuah  per jan j i a n  

anta ra  Bank Perseps i  dengan  (Penge lo l a )  Kas Negara  ;

2. Bahwa per jan j i a n  te rsebu t ,  apapun  is i nya ,  berdasarkan  

Hal .  11  dar i   11   ha l .  Put .  
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asas  Pacta  Sunt  

Seranda  (Pasa l  1338  KUH Perda ta ) ,  ber laku  sebaga i  

undang- undang  bag i  yang  membuatnya ,  In  casu,  Bank 

Perseps i  dan (Penge lo l a )  Kas Negara .  Dengan kata  la i n ,  

per j an j i a n  te rsebu t  t i dak  ber laku  bagi  Pihak  Ket iga  ;

3. Bahwa  (berdasarkan  kete rangan  ah l i  d i  pers i dangan)  

Bank  Perseps i  yang  

te l ah  mener ima  seto ran  pajak  dar i  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i ,  mempunya i  tanggung jawab  untuk  meneruskan  

seto ran  i t u  ke  Kas Negara .  Apabi l a  Bank Perseps i  t i dak  

melaksanakan  kewaj i bannya  menyeto r  bayaran  pajak  

te ru tang  ke  Kas  Negera ,  i t u  sepenuhnya  menjad i  

tanggung jawab  Bank  Perseps i  (ka rena  kewaj i ban  

meneruskan  seto ran  pajak  ke  Kas  Negara  dia tu r  da lam 

Per jan j i a n  anta ra  Kas Negara  dan Bank Perseps i ) .  Bukan 

tanggung jawab  Pihak  Ket iga  (Pemohon Penin jauan  Kembal i  

in  casu)  ;

4. Jad i ,  t i dak  masuknya  bayaran  pajak  te ru tang  ke  Kas 

Negara  t i dak  bisa  dibebankan  kepada  Pihak  Ket iga  

(Pemohon  Penin jauan  Kembal i   in  casu) .  Pembebanan 

kepada  Penggugat I Pemohon Penin jauan  Kembal i  (sekarang)  

atas  sesuatu  yang  bukan  tanggung jawabnya  dan  bukan  

te r j ad i  karena  kesa lahannya ,  je l as  ber ten tangan  dengan  

Pasal  1338 KUH Perda ta  ;

Putusan  Pengadi lan  Pajak  Tidak  Sesuai  Dengan Undang- Undang 

Per- bendaharaan  Negara  :

1. Bahwa,  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  

ten tang  Perbendaharaan  Negara  (d i sebu t  Undang- Undang  

Perbendaharaan  Negara) ,  Pasal  7  Ayat  (2 )  huru f  n,  

junc to  Pasal  8  Ayat  (1  dan  4) ,  junc to  Pasal  34  Ayat  

(1 ) ,  secara  tegas  mengatu r  bahwa  Pejaba t  yang  

mengelo la  Kas  Negara  berkewaj i ban  mengusahakan  agar  

set i ap  piu tang  negara  d ise lesa i kan  se lu ruhnya .  Je las  

bahwa  masalah  uang  pembayaran  pajak  yang  t i dak  

dise to r kan  ke  Kas  Negara  o leh  Bank  Perseps i  adalah  

urusan  anta ra  Bank  Perseps i  dan  lembaga  Kas  Negara .  
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Berdasarkan  Undang- Undang  Perbendaharaan  Negara ,  

Pejaba t  yang  mengelo la  Kas Negara  harus  bers i kap  akt i f  

melakukan  penag ihan  ; .  

2. Dengan demik ian ,  t i dak  masuknya  bayaran  pajak  te ru tang  

(yang  dal am  

penguasaan)  Bank  Perseps i  ke  Kas Negara ,  bukan  urusan  

Penggugat /

Pemohon  Penin jauan  Kembal i .  Sehingga  pembebanan 

tanggung jawab  kepada  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  atas  

t i dak  dise to r kannya  uang  pembayaran  pajak  ke  Kas  

Negara  je l as  ber ten tangan  dengan  Undang- Undang 

Perbendaharaan  Negara  Pasa l  7 Ayat  (2 )  huru f  n,  junc to  

Pasal  8 Ayat  (1  dan 4) ,  junc to  Pasal  34 Ayat  (1 )  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Mahkamah  Agung 

memper t imbangkan  alasan- alasan  Penin jauan  Kembal i  dar i  

Pemohon   sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  a lasan  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

t i dak  dapat  d ibenarkan  karena  Putusan  Pengadi l an  Pajak  yang  

menolak  permohonan  band ing  Pemohon  sudah  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang ber laku  ;

Bahwa Pengadi l an  Pajak  menolak  gugatan  Pemohon Banding  

atas  sura t  tag ihan  pa jak  o leh  Di r j en  Pajak ,  dan  menyatakan  

Pemohon Banding  sudah  melakukan  pembayaran  pajaknya ,  te tap i  

be lum  masuk  kereken ing  Kas  Negara ,   karena  i t u  penag ihan  

akt i f  atas  tag ihan  te rsebu t  menunggu  penye lesa ian  perda ta  

anta ra  Pemohon Banding  dengan Bank ;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  te rsebu t  d i  atas ,  maka  permohonan  pen in jauan  

kembal i  yang  d ia j ukan  oleh  PT.  TELEKOMUNIKASI  SELULAR 

te rsebu t  ada lah  t i dak  bera lasan  seh ingga  harus  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  permohonan  pen in j auan  

kembal i  dar i  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  d i to l a k ,  maka 

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  harus  membayar  biaya  perkara  

pen in jauan  kembal i  in i  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.48  

Tahun  2009,   Undang- Undang  No.14  Tahun  1985  sebaga imana  
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te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.5  Tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.3  Tahun  2009,  

Undang- Undang  No.14  Tahun  2002  ser ta  pera tu ran  perundang-

undangan  la i n  yang bersangku tan  ;

M E N G A D I   L I

Menolak  permohonan  pen in jauan  kembal i  dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  :  PT.  TELEKOMUNIKASI  SELULAR  te rsebu t ;

Menghukum Pemohon  Penin jauan  Kembal i  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam  pen in jauan  kembal i  in i  d i t e t apkan  

sebanyak  Rp.  2.500 .000 , -  (dua  ju t a  l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah  Agung pada  har i  Jum’a t ,  tangga l  19 Februar i  2010  

oleh  Prof .  Dr .  Paulus  E.  Lotu lung ,  SH. ,  Ketua  Muda yang  

di te t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah Agung sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  

Prof .  DR.  H.  Ahmad Sukard ja ,  SH.  dan Mar ina  Sidabuta r ,  SH.  

MH.,  Hakim- Hakim Agung sebaga i  Anggota ,  dan diucapkan  dalam 

s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  o leh  Ketua  

Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  d iban tu  

oleh  Rafmiwan  Mur iane t i ,  SH.  MH.,  Pani te ra  Penggant i  dengan  

t i dak  d ihad i r i  o leh  para  pihak  ;

             Hakim- Hakim Anggota  :   

Ketua  :

                          Ttd .  

Ttd .  

      Pro f .  DR.  H.  Ahmad Sukard ja ,  SH.           Prof .  DR.  

Paulus  E.  Lotu lung ,  SH.

                            Ttd .    

          Mar ina  Sidabuta r ,  SH.  MH.

                                                     Pani te

ra  Penggant i  :

  

Ttd .

                                              Rafmiwan  
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Mur iane t i ,  SH.  MH.

Biaya- biaya  :

1.  M e t  e r  a i  …………... .   :   Rp.        6.000 , -

2.  R e d a k s i  …………… :   Rp.         5.000 , -

3.  Admin is t r a s i  Penin jauan  

    Kembal i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :   Rp.  2.489 .000 , -  

               Jumlah       :   Rp.  2.500 .000 , -

Untuk  Sal i nan

MAHKAMAH AGUNG R. I .

a.n .  Pani te ra

Pani te ra  Muda Tata  Usaha Negara ,

ASHADI,  SH.  

NIP.  220000754

Hal .  15  dar i   11   ha l .  Put .  
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